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Abstract: Divorces without going through the courts still occur in society, even though
Indonesian law requires divorces to be processed through the Religious Courts. This practice
has the potential to give rise to various legal problems, such as uncertainty regarding the legal
status of the parties and the failure to fulfill the rights of wives and children following a
divorce. This study aims to analyze the legal issues leading to divorce without court
proceedings and the role of the taklik talak as a marriage agreement in minimizing such
divorces. The research method employed is a normative legal approach using legislative and
conceptual frameworks, supported by data from interviews. The results of the study indicate
that divorce without going through the courts is influenced by economic factors, low public
legal awareness, misunderstandings regarding divorce and the divorce agreement, as well as
the community’s legal culture. The divorce agreement plays a crucial role as a legal protection
instrument and a means of preventing divorce, however, its effectiveness remains suboptimal
due to the public’s limited understanding of its functions and legal consequences.

Keywords: Divorce, Taklik Talak, Agreements and Marriage.

Abstrak: Perceraian tanpa melalui pengadilan masih ditemukan dalam masyarakat meskipun
hukum di Indonesia mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Praktik
tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan status
hukum para pihak serta tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis Permasalahan hukum yang menyebabkan terjadinya
perceraian tanpa melalui pengadilan serta Peran taklik talak sebagai perjanjian perkawinan
dalam meminimalisasi perceraian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung data hasil
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tanpa melalui pengadilan
dipengaruhi oleh Permasalahan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
kesalahpahaman terhadap talak dan taklik talak, serta budaya hukum masyarakat. Taklik talak
memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan perceraian,
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namun efektivitasnya masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap fungsi dan akibat hukumnya.

Kata Kunci: Perceraian, Taklik Talak, Perjanjian dan Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Nita, 2021). Ketentuan tersebut diatur dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang
sebagai mitsagan ghalizhan atau perjanjian yang kuat yang bertujuan mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keagamaan,
tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak(Briantoyo et al.,
2026).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Ketika
tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, perceraian menjadi salah satu jalan terakhir
yang dapat ditempuh oleh suami dan istri(Pratama et al., 2025). Dalam sistem hukum
Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, melainkan harus
dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan Agama(Nasution 2026).

Dalam masyarakat, masih ditemukan praktik perceraian yang dilakukan tanpa melalui
mekanisme hukum yang berlaku. Perceraian tersebut umumnya dilakukan secara informal
melalui pernyataan talak oleh suami dan hanya disaksikan oleh keluarga atau tokoh
masyarakat setempat. Praktik tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan
pemahaman keagamaan yang mereka yakini, meskipun tidak disertai dengan proses hukum
formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa pihak yang
pernah melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan, diketahui bahwa praktik tersebut
masih sering dilakukan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya
yang besar(Kumala et al., 2025).

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, selain mengatur mengenai hak dan
kewajiban suami istri, dikenal pula adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebagai bentuk
kesepakatan antara para pihak dalam perkawinan(Wirjono, 2025). Keberadaan suatu
perjanjian dalam hubungan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan
hukum bagi para pihak, khususnya pihak yang berpotensi berada pada posisi lebih lemah(Deni
& Endang 2022). Prinsip yang sama dapat ditemukan dalam perjanjian perkawinan, yang
salah satu bentuknya adalah taklik talak. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang
dikenal dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah taklik talak. Taklik talak merupakan
janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi kesanggupan untuk memenuhi
kewajiban sebagai suami serta memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan
apabila suami melanggar isi perjanjian tersebut. Keberadaan taklik talak telah lama menjadi
bagian dari praktik perkawinan umat Islam di Indonesia dan dicantumkan dalam buku nikah
sebagai bagian dari administrasi perkawinan(Hafizh, 2021).

Pada dasarnya, taklik talak memiliki fungsi preventif dan protektif. Fungsi preventif
terlihat dari tujuan taklik talak untuk mendorong suami melaksanakan kewajibannya dengan
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baik sehingga dapat mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada
perceraian. Sementara itu, fungsi protektif terlihat dari kedudukannya sebagai instrumen
perlindungan hukum bagi istri apabila suami melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-
kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri dalam jangka waktu
tertentu, atau melakukan tindakan yang merugikan kehidupan rumah tangga(Abdurrokhim &
Jannati, 2025).

Keberadaan taklik talak pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk mempermudah
terjadinya perceraian, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum dan pengingat bagi para
pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui taklik talak, penyelesaian permasalahan
rumah tangga diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku
sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi(Aini & Sholehah, 2024). Dengan
demikian, taklik talak memiliki kedudukan yang penting dalam upaya mewujudkan kepastian
hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam kehidupan perkawinan. perlindungan
hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak-
hak setiap orang agar memperoleh kepastian dan keadilan dalam suatu hubungan hukum.
Dalam konteks perkawinan, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan terpenuhinya
hak dan kewajiban suami istri serta memberikan jaminan terhadap hak-hak pihak yang
berpotensi dirugikan apabila terjadi pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga(Aini &
Sholehah, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat masyarakat yang kurang
memahami fungsi dan kedudukan taklik talak. Sebagian masyarakat bahkan beranggapan
bahwa pelanggaran terhadap isi taklik talak atau pengucapan talak oleh suami secara otomatis
mengakibatkan putusnya perkawinan tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa fungsi taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dan
pencegahan perceraian belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi
konflik rumah tangga atau pelanggaran terhadap isi taklik talak, penyelesaiannya lebih banyak
dilakukan secara informal melalui perceraian di luar pengadilan dibandingkan melalui
mekanisme hukum yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara tujuan pembentukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dengan praktik yang
terjadi di masyarakat(Rijaldi, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
permasalahan hukum yang menyebabkan terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan serta
mengkaji kedudukan dan efektivitas perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam
meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga
Islam, khususnya mengenai efektivitas perjanjian perkawinan memiliki fungsi sebagai
instrumen perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA),
Pengadilan Agama, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai
pentingnya penyelesaian perceraian melalui mekanisme hukum yang berlaku guna
mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung
oleh data empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri
atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber
utama dalam penelitian hukum(Soekanto 2001). Pendekatan yuridis normatif dilakukan
dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori hukum yang
berkaitan dengan perceraian dan perjanjian perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang
relevan(Suyanto, 2022). Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah melakukan perceraian
tanpa melalui pengadilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
menjawab permasalahan hukum mengenai perceraian tanpa melalui pengadilan serta
efektivitas perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam meminimalisasi terjadinya
perceraian tanpa melalui pengadilan(Waluyadi & Leliya 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Permasalahan Hukum Dalam Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA), tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat yang pernah melakukan perceraian tanpa
melalui pengadilan, diketahui bahwa praktik perceraian di luar pengadilan masih ditemukan
dalam kehidupan masyarakat. Perceraian tersebut umumnya dilakukan melalui pengucapan
talak oleh suami dan disaksikan oleh keluarga atau tokoh agama setempat tanpa adanya proses
pemeriksaan dan penetapan dari Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa
perceraian telah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan agama sehingga tidak
diperlukan lagi proses hukum melalui pengadilan(Dzulkifli 2026).

Ketentuan mengenai perceraian sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara masih
ditemukan masyarakat yang memilih melakukan perceraian tanpa melalui mekanisme hukum
tersebut(Nasution et al., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan hukum yang menjadi
penyebab terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Permasalahan hukum pertama
adalah faktor ekonomi. Beberapa informan menyatakan bahwa ketidakmampuan suami dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah sering menimbulkan perselisihan
yang berkepanjangan hingga berakhir pada perceraian(Masanah 2026). Selain faktor ekonomi,
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perceraian yang sesuai dengan
ketentuan hukum juga menjadi penyebab terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan.
Sebagian masyarakat masih memahami bahwa talak yang diucapkan oleh suami telah cukup
untuk mengakhiri hubungan perkawinan tanpa harus melalui proses persidangan di Pengadilan
Agama( Nunung 2026).

Permasalahan hukum berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
kedudukan dan fungsi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil
wawancara, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa taklik talak merupakan
bacaan yang diucapkan setelah akad nikah, namun belum memahami fungsi hukumnya sebagai
bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri apabila terjadi pelanggaran kewajiban dalam rumah
tangga( Aminah 2026). Selain itu, masih kuatnya budaya hukum masyarakat yang
menganggap perceraian dapat dilakukan cukup melalui talak yang diucapkan oleh suami juga
menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan(Nur 2026).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto,
permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum mengenai perceraian belum
berjalan secara efektif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi
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oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan
budaya hukum( Soekanto 1988). Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dan budaya hukum
menjadi faktor yang paling dominan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta
masih kuatnya kebiasaan menyelesaikan perceraian secara informal di luar mekanisme hukum
yang berlaku(Dzulkifli 2026). Kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut menghambat
terbentuknya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku,
sehingga budaya hukum yang berkembang cenderung apatis terhadap nilai-nilai perlindungan
yang menjadi tujuan suatu norma hukum(Sutrisno, 2019). Kondisi tersebut menjelaskan
mengapa praktik perceraian tanpa melalui pengadilan masih terus berlangsung meskipun
ketentuan hukumnya telah jelas diatur.

Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep efektivitas hukum.
Konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila norma
hukum yang berlaku mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan tujuan
pembentukannya(Rijaldi, 2022). Dalam konteks penelitian ini, ketentuan yang mewajibkan
perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi para pihak. Namun, masih
ditemukannya praktik perceraian tanpa melalui pengadilan menunjukkan bahwa tujuan
tersebut belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, berbagai upaya telah dilakukan untuk
meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan, antara lain melalui bimbingan
perkawinan, penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai taklik talak sebagai perjanjian
perkawinan, serta pembinaan keluarga sakinah(Dzulkifli 2026).

Upaya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak.
Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum(Afifah, Fatma, 2024). Dalam konteks perceraian,
keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak
setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan
Agama menjadi penting karena dapat menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak secara adil
melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum.

2. Kedudukan Dan Efektivitas Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam
Meminimalisasi Terjadinya Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), diketahui
bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang memiliki tujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri serta mendorong terciptanya kehidupan
rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, taklik talak diucapkan
oleh suami setelah akad nikah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan
perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara
diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap taklik talak hanya sebagai
formalitas dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga belum memahami fungsi dan akibat
hukumnya secara menyeluruh(Dzulkifli 2026).

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar hukum yang
diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019(Sopiyan, 2023). Ketentuan
tersebut memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan
yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
Dalam hukum keluarga Islam, salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang dikenal adalah
taklik talak, yaitu janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi kesanggupan
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan tidak melakukan tindakan yang dapat
merugikan istri. Apabila isi taklik talak dilanggar, maka istri dapat mengajukan gugatan ke
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Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(Anggita, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan taklik talak pada dasarnya memiliki peran
yang penting dalam meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Taklik
talak tidak hanya berfungsi sebagai pengingat bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya,
tetapi juga memberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan rumah tangga yang berpotensi
menimbulkan perceraian harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan
adanya taklik talak, para pihak diharapkan memahami hak dan kewajiban masing-masing
sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sepihak di luar
pengadilan(Afadi & Sari, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas taklik talak masih
belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih
beranggapan bahwa perceraian cukup dilakukan melalui pengucapan talak oleh suami tanpa
perlu melalui proses pemeriksaan dan penetapan dari Pengadilan Agama( Dzulkifli 2026).
Selain itu, terdapat pula masyarakat yang belum memahami bahwa pelanggaran terhadap isi
taklik talak tidak secara otomatis mengakibatkan putusnya perkawinan. Padahal, Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian,
taklik talak bukan merupakan sarana untuk melakukan perceraian secara langsung, melainkan
instrumen perlindungan hukum yang pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme hukum
yang berlaku(Arif, 2026).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, keberadaan
taklik talak memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.
Taklik talak menjadi dasar bagi istri untuk memperoleh perlindungan hukum apabila suami
melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Selain itu, penyelesaian sengketa rumah
tangga melalui Pengadilan Agama juga memberikan kepastian hukum terhadap status
perkawinan, hak-hak istri, hak anak, serta kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian.
Oleh karena itu, keberadaan taklik talak memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian
hukum bagi para pithak dalam perkawinan(Daulay & Muhammad, 2026).

Selain berkaitan dengan kepastian hukum, taklik talak juga mencerminkan adanya

perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan
hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak seseorang agar tidak dirugikan oleh
tindakan pihak lain(Bediona et al., 2024). Dalam konteks perkawinan, taklik talak merupakan
bentuk perlindungan hukum preventif karena berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap hak-hak istri serta mendorong para pihak untuk menjalankan kewajibannya secara
bertanggung jawab. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka perlindungan hukum represif
dapat diperoleh melalui penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Efektivitas taklik talak dalam meminimalisasi perceraian tanpa melalui pengadilan juga
dapat dikaitkan dengan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan
perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ketentuan tersebut merupakan upaya pemerintah
untuk mewujudkan kematangan fisik, mental, emosional, dan intelektual calon pasangan
sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kematangan tersebut penting karena pasangan
yang menikah pada usia yang lebih dewasa diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan
kesadaran hukum yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk
memahami kedudukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang memiliki akibat
hukum. Dengan pemahaman tersebut, pasangan suami istri diharapkan lebih mampu
menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana dan tidak mudah mengambil jalan
perceraian, terlebih perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
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Oleh karena itu, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun pada dasarnya
mendukung efektivitas taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan
perceraian dalam kehidupan rumah tangga(Saepullah et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai taklik talak antara lain melalui bimbingan
perkawinan (Bimwin), penyuluhan hukum perkawinan, sosialisasi mengenai hak dan
kewajiban suami istri, serta penjelasan mengenai kedudukan taklik talak sebelum dan sesudah
pelaksanaan akad nikah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami
taklik talak sebagai bacaan formalitas, tetapi juga memahami fungsi hukumnya sebagai
instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan(Dzulkifli 2026).

Keberadaan taklik talak juga berkaitan dengan tujuan hukum berupa keadilan. Menurut
Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum(Chandra, 2025). Dalam konteks perkawinan, keadilan diwujudkan
melalui perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak secara seimbang.
Taklik talak memberikan kesempatan kepada istri untuk memperoleh keadilan apabila suami
melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Selain itu, apabila perceraian tidak dapat
dihindari, penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama memungkinkan hakim untuk
mempertimbangkan dan menetapkan hak-hak para pihak secara adil, termasuk mengenai
nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya setelah perceraian (Baihaqi, 2021). Perlindungan
hukum terhadap anak harus senantiasa diutamakan dalam setiap proses hukum yang melibatkan
keluarga, termasuk dalam perkara perceraian, sehingga hak-hak anak sebagai pihak yang rentan
tidak terabaikan(Waluyadi, 2009). Dengan demikian, taklik talak tidak hanya berfungsi
sebagai perjanjian perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya
kepastian hukum, perlindungan hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam kehidupan
rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan berupa taklik
talak memiliki peran penting dalam meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui
pengadilan. Meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan akibat hukumnya, keberadaan taklik talak tetap
menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum,
keadilan, serta mendorong penyelesaian perceraian melalui mekanisme hukum yang
berlaku(Kurniawan, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan praktik
perceraian tanpa melalui pengadilan yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur perceraian, kurangnya pemahaman terhadap
fungsi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, faktor ekonomi, serta masih kuatnya budaya
hukum masyarakat yang menganggap talak di luar pengadilan telah cukup untuk mengakhiri
perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum mengenai perceraian
belum berjalan secara efektif sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, taklik talak memiliki kedudukan penting sebagai instrumen perlindungan
hukum dan pencegahan perceraian tanpa melalui pengadilan karena memberikan pemahaman
mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan. Namun, efektivitasnya masih
belum optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan akibat
hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum oleh KUA
dan pihak terkait agar masyarakat lebih memahami pentingnya penyelesaian perceraian melalui
mekanisme hukum yang berlaku.
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